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Abstrak

Penyelenggaraan otonomi doerch dan demokratisasi vang ter;adr
seloma ini, belum dapat memberikan doampoak langsung terhadap penmgkq_tan
kesejahteraan rakyat secara keseluruhon di daerah yang bersangkutan.
Baohkan, ada beberapu contoh bohwa pemilihon kepala deerah secarc
langsung lebih menimbulkan perpecahan kefimbang persotuan. Untuk itu,
diperfukan sebuah kekuotan terpusat (centrifugal) vang diperkimkan_akan
mampu menetralisir berbagai ancamen disintegrasi. Pembangunan palitik
vang mengacu podo satu nilgi, dipandeng akan sangot bermanfaat bagi
bangsa yang bersangkutan di deolam mempertahanken keberadaannyo.
Keberhasilan otou kegogolon kita di dalam mengembangkan otonomi
daerah di saiu pihak, don pemelihoraan negara bangsa Indonesia di pihak
lain, keduanva Hdok dapat difihat secara dikotomis, melainkan sebagai sotu
kesatuan yang mesti ditangani secaro sistemik dan berkesinambungon

Kata Kunci:

Otonomi daerch, demokratisasi, kekuasaan, sistem politik, etika sipil.

Berkat reformasi politik yang kita kembangkan selama ini, pelaksanaan
pemerintahan daerah telah mengalami perubahan vang cukup signifikan.

1. Makalah pernsh disampaikan pada Seminar Nasiona! “Otonomi Daerah: Antara Harapan dan Kenyatzan®,
diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolikx Repubtik Indonesia (PMKRI)
Cabang lakarta Pusat dan Center for Democracy and Transporaney {COT34), Jakarta, 10 Mei 2008,

2. ProfesorRiset Bidang Politk dan Pemikiran Pembargunan L:IPL. Senior Fellows di The Habibie Conter, Jakarta. Sejak
beberapa tahun yang alu sampai sekarang dipercaya pula sebagai Anggota Penasihat Ahf Kapolri Bidang Politik.
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Drbanclng dz era Pemermtahan Orde Barw, Pemerintah Daerah, dan.
akya’i:nya se&aﬁ‘ang ‘memiliki ‘peluang iebih bebas untuk mengarﬁkulas;kan{ '
i k@penmnganmja Fenomena pemekaran wilayah, antara fain, menjadi salah.
satu contoh vang paling kasat mata. Dalam sepuluh tahun reformasi, telah:
' ieb:h dari 150 kabupaten dan kota baru lahir, serta 7 (fujuh) propinsi: baru'
_ﬁ' klta kenal. ‘Sebagai konsekuensi dari demokratisasi, pemilihan kepala dae;’ah;

;dan wakilnya, tidak lagi dilakukan dalam ruang tertutup dan hanya {Jleh'__
~para anggota DPRD, melainkan dibuka, dan diperkenalkan pamilihan ke;:aia

- daerah !angsung oieh rakyatnya. Bahkan. pernah, , di masa UU No 22/1998
: 'i:emang Gtonomi Daerah, ada. klausuia vang mengatakan bahwa "‘hdak. ada_ _
--fhubungan'_ '_'erark:s antara Bupat dan Walikota. dengan Gubemumya” Gieh_...
1 karena frase tersebut mengaﬂdung banyak 1mph%<as; negative terhadap posxsr
dan peran Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka
rumusan tersebut d:hapus dalam UU No 34/2004 yang menggant@kannya
Demikian juga soal penclakan DPRD ‘terhadap Pidato Per’tanggungjawaban
Kepa&a Daerah, diganti dengan ketentuan lain yang sifatnya hanya pemberian
Reterangan saja. Kemudian, demokratisasi darf “bawah” ini juga sangat
dlrasakan dalam agenda pemilihan kepaia daerah. Sama dengan prinsip
pemilihan umum legislative yang bersifat nasional, pemilihan kepala daerah
pun diusahakan untuk dapat berlangsung secara demokratis dan adil.

. Akan tetapi, dalam kenvataznnyz, masih dirasakan bahwa
penyelenggaraan otonomi daerah dan demokratisasi vang terjadi selama
. belum dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan
kesejah teraan rakyat secara keseluruhan di daerah yang bersangkutan
Bahkan, ada beberapa contoh bahwa pemilihan kepala daerah secara
langsung lebih menimbulkan perpecahan ketimbang persatuan. Alih- aiih
membela kepentingan rakyat, yang dirasakan kemudian adalah kesengsaraan
rakyat, di satu pihak, tapi pesta kalangan elite deerah, di pihak lain. Mengapa
demikian? Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambatnya? Tu_iisén
singkat berikut, mencoba untuk mengulas beberapa dimensi penfing dari
otonomi daerah dan demokratisasi di era reformasi sekarang.

Hakikat Ctonomi Daerah

Dari sisi politik, Otonomi Daerah harus ditafsirkan sebagai
demokratisasi di dalam penvelenggaraan pemerintahan daerah. Selain
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bartu;uan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di

daiam dmnya otonoma daerah me—agandung elemen-elemen kemandman

: sapatoras Yang dasebut pertama diWUjudkan pada adanya:___hak-

' hak _aerah dan pemenntahnya untuk secara lebih. 3uas ‘mengatur.rumah

tangganya sendiri. Sementara yang cilkatakan kemud:an ‘harus. dacermmkan

_ Eewat periuasan peranserta masyarakat dalam menentukan arah pembuatan
. kebtjakan d| wﬂayahnya : | - .

o -'fhem:hak-_--kepéda masyarakat secara kese!uruhan Baia sebelumnya ha.n\;'a

eliteda mereka vang'dekat dengan pusat kekuasaan saja yang iebth mem:hk]
kemungkman untuk mﬂnlkmatt hasil- hasni pembangunan di masa ‘depan,
rakyaL indonesaa sebaga: pemegang kedauiatan yang paling Iegmmare dari
negen lns haws mendapat prtarttas uﬂtuk menakmatx hasil kemerdekaan kita.
Seteiah untuk seklan fama namanya haﬂya duadikan polmcal claim dalam
se*ﬂap prosﬂs pengambilan keputusan se;ak reformasa digulirkan, kita harus
berusaha secara ieblh konkrit lagi membuknkan dimensi kewarganegaraan
mereka da!am substanss penyetenggaraan negara Terutama ketika Presiden
dan Waki! Presiden Ri kini dipitih langsung oleh rakyat, dan Kepala Daerah juga
demikian, pemihakan terhadap para pemti:h yakna rakyat secara keseluruhan
memadl sebuah keharusan.? :

Memang harus diakui bahwa padga mutanya, model penyelenggaraan
negara yang sentraiistsk sangat efektif di datam membangun stabilitas politik.
Keragaman etmk budaya antar daerah dan perbedaan tingkat pertumbuhan
ekonomi menjadi kurang relevan dipikirkan manakaia kita membutuhkan
kasatuan dan keseragaman. Di dalam menghadapi musuh bersama, hanya
semangat itulah yang paling menentukan keberhasilannya. Sebagaimana
dipikirkan oleh para ahli pe'mban'gunan politik pada zamannya, persoalan
disintegrasi bangsa di sejumiah negara-negara baru, diasumsikan bersumber
pada perbedaén perbedaan sosial {social cieavages) di atas' Untuk itu,

3 Barangkali karena sumber legitimasi kepata daerah berasal dari rakyat, maka di mata mereka, Presiden I tidak
. lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggt. Banyaknya peserta Kursus Lemhanas yang tidur selagi
Presiden menyampaikan pidatonya, atau menghindarnya mereka dari kunjungan Presiden ke daerah, menjadi salah

satu contoh dari pargeseran legitimasi di atas.
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1) mpu menetrahs:r berbagaxancaman dtsmtegrasa Pambagunan polmkyangi}; :

e_ngécu pada satu m]a;, dlpandang akan sangat bermanfaat bagi bangsa.
yang bersangkutan di’ daiam mempertahankan keberadaannya. D:smtlah-=-.
eSens: sentrahsasu mendapatkan maknanya yang paling mendasar. e

Namun sejarahpo]mkmdones:a mencatatanomahyang memprihatmkan'_
atas. pertumbuhannva Persepss pemusatan kekuasaan yang diterapkan sejak:
Demokras; Terpimpin di era Presiden Soekarnc sampai dengan Demokras; ¥
Pancasnanya Presiden Soeharto, telah menjadi sebuah obsesi yang tak

tergoyahkan, Seofah olah, hanya lewat sistem “komando “dari Pusatlah = -
Indoneém ditentukan. Akibatnya untuksekian lama, kedua pemumpm’tersebut-;f_'-
bik berasylk—masuk dengan sistem: polmk vang sentralistik, ketimbang
mencoba mengembangkan sistem lain, yang: sebenamya telah dasmggunglﬁ”
secara tmpltsat dalam-UuD. 1945 yakm desentrahstis SR

Karena keberagaman menjad; modal sasiai dan politik negara- bangsa--
indones:a mes’anya sejak awai para elite di Pusat Pemerintahan segera
menyadan untuk secara bertahap memperhahkan dimensi politik Indonesia’
yang memang sanga‘t beragam {centnperai) Jakarta, memang pusat dan
1bukota negara, akan tetapl dari sisi politik dan ekonomi, Indonesia tidak
mungkm lahir dan dlpertahankan keberadaannya, hanya oleh lakarta saja.
Kebesaran indonesia sangat tergantung pada - dengan mengutip salah satu
iklan layanan masyarakat! yang pernah popuiar di awal reformasi— “kebesaran
suku—suku bangsanya”. Mustahil ada indonesia, tanpa di dalamnya bergabung
berhagai suku bangsa mulai dari Aceh sampai Papua. Dengan kata lain,
Keindonesiaan itu sangat ditentukan oleh seberapa jauh lakarta toleran
dan empati terhadap kekuatan social dan politik yang ada di luar Jakarta.
Tanpa menyadari esensi bernegara semacam itu, Indonesia di dalam dirinya
mengidap penyakit disintegrasi sosial dan budaya, yang pada gilirannya akan
mengancam perpecahan politik secara nasional.

Barangkali tidak terlalu sulit buat kita untuk mencari alasan pembenar
bagi pernyataan-pernyataan hipotetis seperti di atas. Selama negara-bangsa
Indonesia ini berada, persoalan pemherontakan daerah teiah memadl salah

satu sisi terpenting dari dinam
PRRI, Permesta, Republik Maluku Selatan {RMS) dan belakangan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) serta Papua Merdeka, semuanya dilatarbelakangi
oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat. Karena
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bprbagaz mas 5entrahsas:, mereka: yang berada di Jakarta, pada; khususnwa
dai jawa'g}ada umumnya, d;pandang telah - memperoleh manraat lebih
besar dari } emerdekaan ketimbang. masyaraka‘t dan.daerah.yang. berada di
iuamva Ditambah lagi dengan adanya pendekatan Pusat vang. sangat. represif
terhadap aspirasi daerah, maka semakin terbuka lebar dan dalam iag luka
damrah Lerhadap i’;ndamm rﬂemor:mah PdsaL Pama:gma s*taia!rias polmtf
yarw d terapkan cieiﬂ Pememtah Soehane memang cukup e}e%‘ﬁ ;‘a_sa.»(_an
-mtuk;angka pende T

Mrmn nerspekmf ﬂara;erﬁeﬁ kcmﬂt%; semacam. ini kamna céaa ha!
' sangat tidak lestarl. Pertama, ‘'model ini tergantung’ pada:ke@e_mzmpmaa
pribadi’ Presiden Soeharto  sendir. Konsekuensinya, manakala Presiden
Soeharioharusdilengserkan, habissudahakarlegitimasinya. Kedua, efekiifitas
maodel polidk vang sentralistie juga banvak ditentukan . oleh tersadianys
sumberdaya politik untuk membangun dukungan lewat poliitik “mecah belah
danagu domba” [divide and rule), *éﬁga ?‘aru:, mﬁnyed:akah CLE%QJ;Z} rﬂbaiarz
bagi mereka yang loyal kepada pusat %{@kuasgaars {rewords), daﬁ sebai:kﬂya
mengembangkan system inteliien yang borog biaya dermi mengidentifikasi dan
mer;jatuhkarﬁ sanksi {punishment) "t@rh_adap mereka yang menentang. Kedua-
duanva, lebih mengganiungkan diri pada otoritas pribadi sang pemin}piﬂ
{Personal Rulfership), ketimbang mermbangun sistam kepemimpin'an {System
atau lnstitutional Building) yang lebih demokratis dan iestari, Padahal, demi
kepentingan sebuah Negara-bangsa, mestinya pendekatan Les’abmr% h yang
dipakai, Efare”ia cara tersebut fidak terganiung kepada tokoh vang memimp m
bangsa ini

Lewat agenda reformasi, kits dipaksa untuk memikir uiang efekiivitas
seniratisasipolitik. Menyadarikeberagamanmasvarakatdanwilavahindonesia,
nampzknya, pendekatan politilkyang sentralistik, harus digantikanoleh mode!
yang desentralistik. Bukan saja karena kita nernzh merasakan dampak negatif
dari system vang terpusat, melainkan karena tuntutan masyarakat global pun
demikian. Kecenderungan terhadap munculnya persaingan dan pasar global,
penyeragaman, dipandang sebagai sebuah langkah yang kontraproduk*‘fi?’,

LA mﬁr\iﬂ_gﬂirﬂnnuﬂ oyl e s Fe ol T e e e Fen e
% t ¥ i

fiemang harus dizkul bahwa sebagai sebuah kontruksi sosial, konsep
desentralisasi tidakiah diterima secara tunggzal oleh banyak kalangan. Sebagai
sebuah wacana pemerintahan, ia telah dipandang sebagai piiihan alternatif
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atas penyeienggaraan _pemerintahan  yang sebelumnya sentralistik. - Dari .
seg: emp:r:k diperlukan iklim vang. kondus;f bagi para aktor paolitik untuk.
menerapkannya Persoalannya pemberlakuan system yang desentralistk,
akan beresiko - terhadap mereka yang ‘mempertahankan sistem vang':_.'
sentra]sstik Kehilangan jabatan, jelas akan.menjadi konsekuensi utamanya;
Juga mas:h beium ada jaminan, apakah penguasa baru yang memperolehnya;:_ '
Eewatsm‘cem yangdesentralistik, akan memilikiempatidan komitmenterhadap -
masyarakat secara -keseluruhan, atau hanya akan menjadi “Raja %(ecli"_;.'
Kemud{an dari:perspekif teoritik, muncul perdebatan, apakah desntralisasi.
_yang d:maksud merupakan : desentra!tsas: -politik_atau administrasi. Yang_-'.;
d:sebut pertama mendefinisikannya sebagai “devolusi kekuasaan” {devoluiion.
e:af power) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah {Mawhood)
Sedangkan pendekatan yang disebut belakangan mengartikannya sebagaa{

pe_ndelega_stan wewenang” -{delegation - of ~guthority) dari pemerlntah..
pu'sét kepada pemerintah daerah {Rondinelli dan Cheema). Sebagai mana.
dikatakannya : o

) Decentrahzat?on is fhe transfer of p!anmng, decision-making, ‘or’
admm;stranve authonty from central government to its field organizations,’
local administrative units, semi autonomous and parostatal orgamzahons
local government, or non-governmental organizations.”

' ‘Kendati demikian kedua perspekﬁf di atas, masth terlalu stote-centred
kehmbang society centred. Menyadari Kian besarnya tekanan publik akan
partas:pas; dalam pembuatan keputusan, dewasa ini, khususnya di negara’
kita memerlukan sebuah sentuhan baru mengena; desentralisast dalam arti
vang iebzh mendasar, yakni yang memberikan ruang publik yang lebih luas.
Bila dz_ masa laju, masyarakat tidak banyak ditkutsertakan dalam pengambilan
keputusan, sekarang, mereka (stoke holder), menuntut hak politiknya
untuk lebih dihargai. Loncatan berpikir semacam inilah yang nampaknya
sangat dirasakan sekarang. lika di masa [alu negara sangat kuat dibanding
masyarakatnya sekarang sebaliknya. Untuk itulah perlu aturan perundangan
tersendln yang ieb:h demokrahs Lewat reformas& po!mk segalanya_

diguhrkan berbagaa ketentuan yang nuansanya sangat pro desentrahsass
ketimbang sentralisasi.
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keb;jakan_ mengenat o’conomz daerah yang ada sekarang, jauh ieb:h maju
dibandmgkan aturan se;ems yang sebeiumnya dlkenai Terutama bila
dilihat dari: kuahtas demokratisas; daiam pambuatannya, }elas t;dak bisa
d:perbandsngkan dengan suasana di era Orde Baru. Hanya daiam 6 (enam)
tahun refo maSi ktta sudah meiakukan perubahan Uy vang: mengatur
Pemermtahan Daerah yakm daﬂ LEU ‘Mo 22/’ 1999: men}adi Ul-No,
32/2004 mengenaﬁ Pemermtah Daerah dan UU No. 25/1999. men;ad| uu
Mo 33/2&04 tentang Persmbangan Keuangan ‘antara Pemerintah Pusat dan
..Pemerm’zah Daerzh. Kewanya d:maksudkan untuk lebih mereﬂeks;kan
15 esentraitsasz pahuk (demf‘uﬂon ‘of power) ketlmbang sekedar
deseptraizsam admtms%:ratir {éemnsentms:} Beiakangan, UU No 32/2004
tersebm diatas pun dzrews; iag; walay belum menyentuh masalah. paimg
mendasardar;desentrahsas; pemﬁf’mtahaﬁ Yangterjadiadalah perubhahan
pasal yang mengatur‘pencalonan persecrangan dalam pemilihan kepala
daerah. Bilz aturan lama hak pencalonan dimonopoli oleh partai politik,
sekarang. ‘tidak. lagi. Sejalan. dengan prinsip-prinsip demokrasi, pintu
perseorangan. pun dibuka. lebar-lebar, dan sebagai akibatnya mereka
dapat bersaing secara adil aengan__kandldat_ kepala daerah yang berasal
dari partai politik. — ' N )

.. Sebagai konsekuensi dari demokratisasi pemerintahan daerah, maka
satu syarat penting vang harus dipenuhi adalah berkembangnya rasionalisasi
kekuasaan. Lewat kultur politik vang baru ini, maka secara politik, otonomi
daerah pada gzisrannya harus mengutamakan sejumlah unsur ber:kut
Pertamz, desakra%gsam kekuasaan. Berbeda dengan di masa-masa
sebelumnya, legitimasi seorang kepala daerah diperoleh dari “bawah’”, _ﬁukan
dari “atas” sebagaimana berlaku di masa Orde Baru. Kedua, depersoné{i_i’s_asi
dan depaternalisasi kekuasaan. Unsur-unsur suka dan tidak suka harus
dikesampingkan di dalam penentuan perangkat-perangkat pemerintahan.
Sebagai gantinya, merit system dan akuntabilitas harus dikedepankan didalam
pengisian jabatan. Ketiga, membangun civil ethics, yang berupa etika vang
berlaku bagi setiap warga negara bahwa mereka — tanpa kecuai'i - memiliki

hak dan kesempatan yang sama di dalam penyelenggaraan pemerinahan.
Terakhir, dalam sistem yang lebih demokratis ini, ruang pubiik dibuka selebar-
lebarnya bagi berkembangnya kultur advokasi.
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Kendala dan 'i'antangan U o
. Dengan kata Eam otonom[ daerah yang sekarang kita kembangkan .

'te!ah menggeser iokus kekuasaan dars pusat ke daerah. Bila positif hasﬂnya e

. tentu tidak. menjadl persoaian Akan tetapi, sejauh ini muncul keperihatinan
' t_ sendnru sehubungan dengan perahhan lokus.ini. Khususnya yang nerkaltan,__
dengan pertarungan politik di ingkat elit. ‘Andaikata dibiarkan berkemba ng, .
: bukan mustahilakan merugikan otonomrdaerah:tu sendiridan masyarakatnya .
‘sert: ..f_dalam jangka ‘panjang akan mengancam persatuan nasional. Kasus
pem;i:han kepala daerah atau penciakan atas: laporan per’canggung;awaban'-'

nereka, mtsalnva, ditengarm telah menjadl saiah satu faktor penen‘cu dari
o muncu!nya konflik !okal : 2

Selam ltu pelaksanaan otonoml daerah sekarang ‘agak diwarnai oleh.
fenomena ataukecenderungan perilaku politikyang anti demckrasi. M:sainy_a,
rﬁbbiiisas'i massa, yang semula menjadi "saiah"satu' warna dominan dari
reformasa politik, kini diteruskan sebagal upaya politik kelompok-kelompok
tertentu di dalam mengekspresikan kepennngan mereka. Sebagai akibatnya,
intensitas yang- berlebihan darmya telah mengancam harmoni sosial politik
yang sebelumnya’ dibangun Kemudian, perluasan peranserta masyarakat
yang ‘sebenarnya merupakan inti dari demokrasi, telah disalahartikan
sebagai kebebasan warga masyarakat untuk meiakukan tindakan sekehendak
hati. mereka. -Pemberdayaan masyarakat . tidak jarang ditafsirkan sebagai
kes_e'mp__atan untuk mendorong keberanian mereka di dalam meiawan aturan
da_n-ap.arat negara.

“‘Secara’umum, konflik politik yang berkembang di daerah, di masa
otonomi daerah sekarang ini, antara lain bersumber pada sejumlah persealan
potensnai

Pertama, berkembangnya sikap kadaerahan sempit sebagai aktbat
dari kian besarnya peluang bagi elit po!mk lokal untuk mengembangkan
pefannya Konsep putera daerah sebagai syarat dalam pemilihan jabatan
strategls, khususnya kepala daerah, akan menjadi sumber diskriminasi politik
bagi.seluruh war dinyatakan

secara eksplisit, dalam praktek politik tidak tertutup kemungkman adanya
“konspirasi” kedaerahan yang pada akhirnya menafikan peran nilai atau
tokoh vang berasal dari luar daerah. Tanpa adanya upaya demokratis untuk
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menetralisir persoalan ini, bukan mustahil akan mengganggu’ keseamnangan
.hubungan antar. suku, .yang. pada g;hrannya akan mempengaruhi . derajat
3ntegrasu nasmﬂal SR e Pl e
Kedua, bemuran antara dua stmktur ellt formal'dan mformai d; dalam
mempengaruhr Jalannya pemerintahan. Secara:historis, sebenarnya peran
elit informaljauh lebih m@nonjol ke‘hmbang elﬁ: formal — birokrasi: Lah;m‘,fa
Repubhk Indonesia “sebagai negara kesatuan, -adalah perwujudan -dari
1semangat mereka di dalam mencapat cita-cita -bersama (commcm destmy)
:yakm merdeka darr cengkeraman pemerm’cah koiomal serta menggusur

peran tersebut dalam ’mgapuluhan tahun terakhir agak tergeser oleh’ adanya
pembangunan .yang dispensori.oleh pemerintah (state-led development).
Para._birokrat. _;té'la__h -mengambil :alih - kepemimpinan ‘masyarakat :-daiam
perubahan sosial sehubungan dengan adanya “perubahan yang direncanakan
oleh pemerintah” {planned change). Dalam era transisi sekarang, tentu
ada semacam “pertarungan” di antara keduanya untuk menentukan siapa
sesungguhnya yang paling dipandang masyarakat di dalam mendorong
pembaharuan. ini semua terjadi karena sejarah demokrasi kita masih amat
tipis, yang terjadi di masa lalu adalah mobilisasi, bukan partas&pas: dan
kemajemukan.. :

" Ketiga, masih belum samanya pemahaman di antara berbagai kalangan
baik di daerah maupun di pusat tentang makna sebenarnya dari otonomi
daerah. Kesadaran akan “penindasan politik” di masa lalu dari masyarakat
di daerah oleh pemerintah pusat, telah melahirkan sikap “balas dendam”
politk (pofitical revenge). Campur tangan. yang berlebihan dari Jakarta
terhadap segala macam persoalan di daerah, akan dipandang sebagai hal
vang bertentangan dengan prinsip- prinsip demokrasi. Sebagai akibatnye,
mereka cenderung menentang segala sesuatu vang berbau pusat. Sementara
Pemerintah Pusat, nampaknya masih belum begitu ikhlas untuk menyerahkan
sebagian kekuasaannya kepada daerah. Terbukii dengan adanya revisi UU
N0.22/1998, Pemerintah Pusat nampaknya sangat mengkhawatirkan akan
adapve-dempsienezttdar peioksarsarrotonomTdaeras-bagi ke raiET
Negara Kesatuan Republik indonesia. Apalagi setelah muncul berracam
claim vang bersifat kedaerahan, Pemerintah Pusat akhirnya semakin yakin
bahwa model otonomi daerah sebagaimana diusulkan oleh UU No.22/1999
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' ':_-rumﬂsan d Pasai 7 terhhat ada pendekataﬂ yang sentralssﬁs 3akarta rupaﬂya"; -
:-_':mas;h belum dapat menglzmkan daerah untuk: segem melaksana.(an UU d]f

%(&empat, blia di masa iaiu persamgan poifh%( terjadi di pusat, sekarang :
'kecenderungannya mengalam; pergeseran ‘ke daerah: Pendidikan politik .
dan cara pemermtanan yang kita kembangkam selama ini nampaknya LeEah_' -
mmmberl hasil vang lebih kuat terhadap munculnya “power struggle” dan'
' -s_' _aia macam “gbuse of power” ketimbang mendorong “good govemance i
yf' g ';bermhkan demokratisasi, transparansi,. kompetensi, kompetisi dan:"

...__:aKi;i_ abilitas. i\éegara “karena: memiliki banyak sumberdaya . politik- dan'::

'ef@mml ~ telah-diandzlkan oleh siapa saja sebagal.arena untuk mencari-
Qermacam kesempatan bagi perbalkan posisi po]mlf dari Yang bersangkutan.
réaﬂya ‘melalui negaralah kekuasaan resmi - dapat diperoleh. Negara
s;aun menyad:akan imbalan vang tak terbatas Pepada mereka yang Lelah

emperaleh i~<a=_=1~:z,xasaam formal. Lemahiya penwawasm sosial, di satu sisi,
dan dommanya penguasa polmk di pihak lain, telah menyuburkan nraktek
kompsn koius; dan nepotisme (KKN). Setelah Presiden Soeharto lengser
pusat kekuaszan tercerai- berai, dan muncul di berbagal tempat. Mereka
dengan caranya sengiri mempraktekka"} apa yang di masa laiu tidak dapat
secara bebas dilakukan. Persamgan tersebut ficak hanya teriadi di Jakarta,
metamkan Juga merembes ke daerah, Peralihan kekuasaan telah berdampak
pada peralihan “kue”. Tidak tertutup kemungkinan, sebagai akibatnya, mere!\a
yangierobsesi oleh kekurasaan dan keuntungan ikutannya akan mengguna kan
segala rmacam cara uniuk mendapatkannya. :

Helima, kemungkman berkembangnya pandangan yang sempit di
daiam memahami otonomi daerah. Akhir-akhir ini muncul anggapan di
sementara elite local bahwa wilavah administratif diidentikkan dengan
identitas etnik atau social budaya. Argurmentasi yang menyatakan bahwa
wilayah administratif bersifat homogen ini pada gilirannya dijadikan basis
po_!iﬁk untuk menuntut adanya pemekaran wilayah yang hanya didasarkan

~sade-perfimbangan-emosionaly-buken-sasional-larana-adenya-berbagal

dis_pafitas dan ketidak adilan antar wilayah serta antar pusat dengan daerah,
maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kecenderungan dari pelaksanaan
otonomi daerah akan mengarah pada disharmoni antar daerah, dan boleh

Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 070 | September-Desember 2008 23




- ;adr akan meaah;rkan kekuataﬂ sentnpe ai yang mengganggu mtegrasz
i nas;onai Teriaiu kuamya gazhran cfan mgatan “kolektif terhadap bentuk-
bentuk kemmpangan dimasala Lz teéa‘x men;ad: potensa paimg menonjot bagi
muncuinya semangat ﬁasmnahsrne ﬁmsukuan (efhnomahonahsm‘ atau boleh
) Jadl keberagamaan sempit {efhn&re;’;gmus; di daiam masyarakat. Seiam dari
ity, egmsme seltoral dan kultural | juga dapat ds;adrkan faktor pendomng bagi
'berkembangnva polmk yang ant &Kﬂi

: '--Saran A%‘Eerﬂaﬂf

) Untuic memegah kemung?maﬁ berkembangnya kﬂcenderungan negahf
daﬂ pelaksanaan otonomi danrah Sapem ai a’sas maka perly étp;k;rkaﬁ.
langkah iangkah ber*kut ini:’ ; ' : : -

mendu;(ungnyc Dan se;afa dﬂvgan nu penegukkan hukum haru« dqa%ankan
secara konsisten. dan gas te;hada;} siapa pun yang meianggamya
KonSIstenSI di dalam penﬂgakaﬂ hukum ini akan menjadi pangkal tolak bagi
terwu_]uc%nya rasa aman dan rasz adil s_e_z_’ta kepa_shan di dalam m_asyarakaa.
Tidak seperti di masa lalu, hulkum nampaknya tidak memihak kézaada wong
cilik._dan pemerintah daerah, akhirnys mereka yang kuat dan memiliki
kekuasaaﬂ di pusat pemerintahan, dapat sesuka hati menafsirkan pnnega!«an
hukum. Bahkan lebih dari ity, karena tiadanya pengawasan (transparansi}

dalam pemerintahan, mereka yang memz{;kx kekuasaan dapat dengan mudah
merumuskan aturan yang menguntungkan posisi dan kepentingannya. |

Kedus, melakukan revisi secara bertahap atas aturan perundanganyang
dianggap tidak demokratis, atau ketentuan yang menvimpang dari prinsip
otonomi daerah. Samuel Huntington mengatakan bahwa salah satu problema
vang dihadapi negara berkembanz dalam melakukan konsolidasi demokrasi
adalah lemahnyva aturan vang mendukung proses tersebut {svstemic system).
Seperti telah disinggung sebelumnyva, karena politik sentralisasi yang terjadi
di masa lalu, maka sebegian aturan yang dikeluarkan juga dxfmmng upiuk
memperkuat pelaksanean pemeriniahan yang otoriter ¢

tentu perlu ada perubahan mendasar jike kita berharap otonomi ﬁaes‘ah
hendak dijadikan alternatif dalam sistern pemerintzhan. Pendekatan yang
berbau “top-down”, seragam dan represif harus digantikan oleh cara-cara

yang membuka peluang bagi proses “bottom-ug”, majemuk dan partisipatoris.
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..harus dilakukan oleh mereka. Proses

! enss negara harus dlkuranga dan: digan‘akan dengan semangat untuk
'm"eregulasn secara otonom serta memfasdztas: proses perubahan.

. Keﬁga, demokrahsasn poimk hendaknya d:tmgkatkan petaksanaannya -';
' bask dl tlngkat pusat maupun daerah Negara harus. memberikan ruang pubhk
yang lebih luas bagi masyarakat untuk’ secara berangsur membangun dsrm\,fa"'
secara: swadaya {civil: soc:ety} Partan parta: politik sudah waktunya untuk
memberikan perhat:an yang lebih besar kepada fungsi artikulasi kepentingan; -
agregaSI politik serta pendidakan poimk Tidak seperti sekarang, kita maSih__-_-.'
‘menyaksikan- betapa semua partai pohtak masah disibukkan oleh rekrutmen.:

_politik dan“bagi- bagt kue” pembangunan Mereka nampaknya lebih trauma';:_
'terhadap kekalahan dalam pemmhan umum: kehmbang mensosnat;sasxkani-_.-
prinsip- pnnsap bemegara secara modern. Tanpa diikuti oleh komitmen untuk
menegakkan demokrasi, niscaya, segala aturan mengenai otonomi daerah:;
hanya akan menjadl macan kertas. be!aka :

a(eempat untuk mendapatkan wakil rakyat yang lebih akuntabel serta
mengharga: kemajemukan S0sio- demograﬁs negara-bangsa ndone51a,
sudah waktunya bags kita untuk mengmtroduks; sistem distrik dalam'
penyeienggaraan pemnhhan umum. Lewat cara ini, persaingan secara fair
akan terjadi, karena masyarakat sendsr; yang menentukan siapa wakil mereka
di iembaga pefwakllan rakyat. Model propors;onal sebagalmana d:!akukan
selama ini, bukannya tidak demokrat:s ‘melainkan lebih memberikan pe!uang
kepada pimpinan partai uniuk mendemonstrasikan kekuasasannya. Apalagi
karena latar belakang kepartaian kita yang belum berorientasi ke konstituen,
bentuk-bentuk hegemoni kekuasaan para elit politik akan sangat mewarnai
proses rekrutmen anggota legisiatif. Keuntungan lain dari sistem distrik adalah
keharusan para calon wakil rakyat untuk iebih memperhatikan konstituennya.
Sebab bila mereka abai akan hal ini, jangan harap mereke akan populer dan
dipilih dalam pemilihan umum.

Terakhir, partai politik harus mulai meningkatkan perannya. Kaderisasi
secara terbuka dan kompetitif, serta berbagai pendidikan politik lainnya
3 elit partai juga mest

dilakukan atas dasar seleksi secara terbuka dan didasarkan pada kriteria-
kriteria yang obyektif dan dapat diterima warganya. Semua ini, akan
berdampak positif bagi pembinaan hubungan antar dan intra elit di sana.
Kompetisi secara adil dalam hal ini akan melicinkan proses regenerasi dan
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'demei«:mﬁsas Dan ds abas seﬂaia Gaianya adalaﬁ ‘agar semua; par&at Qoimk

”@egara bangsa yemg pada akblrnda akan memperkuat F‘QKRI

..""'-..Memaﬂgharusdtakmi:aahﬁéademakraﬁsamatuhdakmung?;nberla :
secara instant. Secara prosedural, mungkm kite dapat mengimmdukstkaﬁnya
melalui ; ﬂerbaﬁal aturan ; permdangan ‘Namun: dari . sisi. garasesu o
' memhutuhkan wakiu yang lama. dan’ Juga miak murah Dltambah
) '_!emahnya basis sosial masyarakct kita datam hememokrasz maka penarapara
sistemn poiﬁlc yang- mengharga: E’emajemukan kebebasan dan_ keset 3an
ini mustahil dapat berlangsung ‘dalam sekejap. Selain: dlperlufcan adany:
pranata pohi:fif {political institutions} yang mendukung peiaksanaannyaq_ ang
tidak kalah penting adaleh perilaku para elite vang mereﬂeksik'ah ‘norma-
norma. demqkrasi. Dan dalam masyarakat yang patrimonial, keberadaan
serta _peran pemimpin. di daiam proses mem%:sangun etika sipil (cmi ei‘hrcs)
yang demokrams menjadx sangal sentrai adanya Disinilah kunca U
dari kehefhas&lan atau kegagalan kita di dalam mengembangkan otonomr
daerah d: satu pihak, dan pemeliharaan negara bangsa indonesm da p:hak
lain. Keduanya tidak dapat dilihat secara dikotomis, meialnkan sebagai satu
kesatuan yang mesh ditangani secara srstem:k dan berkesmambungan (*)
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